
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

BISM ILLAHIRRAHIVIANIRRAHIM

DENGANRAHMATALLAIISUBHANAHUWATA'ALA
BUPATI PIDIE'

ivlenimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomol^3-aJahun 2000 Tentang

Perubahan atas Undang-inA"rg NJmor l8 Tahun 1997 Terfiang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ian peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang

Retribus i Daerah serta menindaklanj uti Keputusan Menteri Lingkungan Hldup

Nomor g6 Tahun ziioz tentang rldomurr Pelukranaan lJpaya Pengelolaan

Lingkungan dan upaya Pemaitauan. Lingkungan Hidup, maka Peraturan

Daerah Kabupaten n-#r*r f*gkat II Pidie Nomor 19 tahun 1994 tentang lzin

Undang-undang Gangguan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa'untuk maksuftersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qatrun'

Vcngingat : l. Undang-undang Gangguan ,({inaeL Ordonanstie) Staatsblad Tahun 1926

N"*rr"zzo yaig tehfiii,ruut dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad

fahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 7(Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

otonomKabupaten-kabupatendalamLingkungan!T*hPropinsiSumatera
y&" (Lembaran N;g; nenulli| _Indoneiia 

Tahun 19s6 Nomor 58

Iambahan Lembaran N=egara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomorl funun 1974 terfiang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55' Tambahan

Lembaran Negara n p.iuiit tndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan u"aung-*Jrlie No,no, +: 4* 1999 (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 1999-Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 3186);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembiran N.g; Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-undang Norot 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lemba9n

N"g*u"f ahunigg2 Nomor 1 1 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980

Republik Indonesia tahun 1980 Nomor
tentang Jalan (Lembaran Negara

83, Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-undang. ,4^



7. Llndang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomat 47,
'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembara-n
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-undang Daerah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (i-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
36e9);

9. lJndang-undang Nomor 22 'l-ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

It). Undang-undang Nomor 25 'l'ahun 1999 tentang Perimbangan Keuangari
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 3848);

! !. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

t(

lndonesia Nomor 3893):
Undang-undang Nomor 18 'l'ahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimerva Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussaiam
(i.ernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor I14, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a134),
Pr:raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Ir{egara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
Peraturan Pemerintah Nomor 26 'I'ahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3J, Tambahan Lembaran Negara
R.epublik Indonesia Nomor 3839),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i9v9 Nomor 59" f'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
IQiQ\.

P,-^raturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemeriniah
can Kervenangan Propins'i sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara
Republik [ndonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nega.ra
Ret-llrhi ik Indonesia Nomor 3952):
ileraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengeiolaan dan
Pcrlanggungarvaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
iirdonesia tahun 2000 Nomor 202,]'arnbahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4022);
Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia lahun 200i Nomor jl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

1 .t
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19. Keputu run fi,



Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILAI{RAKYATDAERAEKABI,PATENPIDIE
DAN BUPATI PIDIE

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE PIDIE TENTANG RETRIBUSI lzIN
- 

GANGGUAN (HO)'

KeputusanPresidenRepubliklndonesiaNomor44Tahun1999tentang
TeknikPenyusunanPeraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan ptiut*urr Pemerintah dan

Rancangan reputusan- pi"Iia", @embaran Negara Republik Indones ia Tahun

1999 Nomor 70);
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidre Nomor 8 Tahun 1987

tentang Pedoman fenunjuk, p"ngungkuian dan Pemberhentian Penyidik

pegawai Negeri sipil airrnltung- p"tirrintah Daerah Tingkat II Pidie;

Qanun Kabupaten piaie -No*, 23 iahun 2001 Tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan.

BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

a. Daerah adalah KabuPaten Pidie;

b. Pemerintah faUupaien adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;

c. Bupati adalah Bugati Pidie;

d. Dewan pe.*atiial nutvu, baerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD KabuPaten Pidie;

e.QanunadalahPeraturanDaerahyangselanjutnyadisebutQanun
KabuPaten Pidie;

f. Retrfousi OaeraL yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai p".uay*u, atas jasa atau pemberian ]tr.in tertentu yang

khusus disediakan dzn/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan;

g. pejabat uAarurr'-i.lu*ui yung dibeii tugas tertentu dibidang retribusi

Daerah sesuai a.lg;, peraiura-n Perundang-undangan yang berlaku; 
-

h. Badan adalah .*ti, t"ntut badan usaha yangmelipuii perseroan terbatas'

perseroan tornanaiter, perseroan linnya, badan usaha milik negara atau

Daerah arrg"n .,u;u'ou, bentuk upuprrru persekutuan, perkumpularl

firma,koperasi,yayasan,atauorganisasi-yangsejenis'lembaga'dana
p;;;i;,," bentuk-usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

l9
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i. Retribusi /h



I

f'.

q

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemereintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada olang pribadi

atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang prasarana, Sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umm dan rnenjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi
pernbayaran atas pernberian izin tempat usaha kepada omng pribadi atau

badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan

gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
Waiib Retnbusi adalah orang pribadi atau badan yang menunrt peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuli pemungut atau pemotong retribusi;
N4asa Retribusi adalah suatu jangka rvattu tertentu yang morupakan batas

tvaklu bagi Wajib Retribust untuk memanfaatkan Izin Gangguan r,'ang

diberikan;
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapal

,Jisingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oieh Walib Retribusi

iintuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar

perhitungan pemba-Varan retribusi yang terutang menurut peratitran

perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah -vang selanjutnya dapat clisingkat SKR-D

adalah surat keputusan Yang menentukan besarnya jumlah retribusi -Vang

terutang;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

seian-iutnya dapat disngkat SKRDKBT, adalah surat keputusan Yang
menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Retribusi l)aerah I-ebih Bayar, yang seianjutnya dapat

disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
Surat Tagrhan Retribusi Daerah, yang selanjutnva dapat disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah;
Pen-vidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

sclanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB LT (L



BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tzin Gangguan dipungut refirbusi sebagai pembayaran

,os pemb erian ,,i{- Curgg*i-t.pual-oiung pribadi atau badan untuk

menjalankan usaha.

Pasal 3

(l) obyek Refiibusi aaalan pemuerian izin Gangguan untuk menjalankan

rrl $,?l?*likan dari objek ret.busi adalah tempat usaha yang lokasinva

telah ditunjuk oleh Pemerintah;

(3) Izin curggrur'-;;b.g;i;ana dimaksud dalam ayat (l) adalah sebagai

i:H:, dijalankan dengan alat kerja kgkyrln air dan gas demikian pula

dengan elektromotor dan tempat"usaha lain yang mempergunakan uap

air, gas atau uaP bertekanan ttnggt;

2. Yang dipeigunakan untuk me-mbuat' mengerjakan' dan menylmpan

mesiu d;";;;'p.i"o"r. lainnya termasuk pabrik dan tempat

PenYimPanan Petasan;

3. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia' termasuk juga

Pabrik korek aPi;

4. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dan bahan-bahan

tumbuh-tumbuhan hewari dun' r"nge4"atan has il- has il yang dipero leh

dari padanya termasuk pabrik gas' ,-
5. Yang Oip"igrnutun 'nt'k 

meirperoleh' mengerjakan dan menyrmpan

benda-bend a Y ang mengu'lp;

6. Yang Aip"ig,'nufJun *tt'k mengerjakan.lemak dan damar;

7. Yang dipergunakan untuk ttnli'pu' dan mengerjakan sampah;

8.Pengepingankecambalr,p"tUututuup"t*ut'*'penrylinganpablik
sipritus i;; 

-;;k;, p"t'sat'aan pengeringarq pabrik tepung dan

perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan;

g. Tempat pembantaian, tempat Plngulitan' t9mgat penjemuran' tempat

pengasaparLtempatpunggu'u,nuibahan-bairanasaldarihewani'
f.gltu pula tempat penjemuran kulit;

l0.Pabrikporslindantembikar,tempatpembuatanbatumerah,genteng,
ubin dan tegel, tempat pemluatan larane dari gelas' tempat

pembakaran Lip*, gipsa dan tempat pembasahan kapur;

11. Tempat p"n ui,un fogu"', tempat pengecorarL tempat pertukangan

besi, te;;;-;;p"itn'loganr' tempat pemipihan ligam' tempat

pertut angan kuningan dan tempat Remluat1n ketel;

12. Tempat penggilingan traso, kaca dan minyak;

13. Tempat ffi;;d,n kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan

p"rrgg"rguji"tt, ;-p" pemUuatan penggilingan dan kereta' tempat

p"*U*t 
" 

tong dan tempat tuperfukangan kayu;

14. Tempat p"tt"*,'n kenderaan dan perusahaan susu'

15. TemPat Penembakan;
1 6. Gudang penggantungan tembakau;

r7. Pabrik A



17. Pabrik taPioka;
18. Pabrik rrtut menge{akan karet dan getah'

19. Gudang kapuL, perusahaan batik;

20. Perusahaan Perbengkelan,
21. Perusahaan p"nu*6urgun bahan galian " C " dan sumur bor;

22. tJsaha peternakan/ perikanan;

23. Cuci kenderaaan (service);

24. Warung dalam bangunan tetap, seperti kedai kopi' rumah makan'

restoran/bar;
25. Usaha bilYart /bola sodok;

26. Usaha foto copy/tukang gambar, salon;

ii. r"^pxusaha 
"p.rn 

.uh-gatu (Stone cruisher) dan Alat Pencampuran

Aspal (AsPhalt Mixing Plant);

2g. usaha-usaha lairrnya irng co,put menimbulkan bahaya kerugian dan

gangguan;

Pasal4

Subyek Retrbusi adalah orang

Gangguan untuk menjalankan

bahaya, kerugian dan gangguan'

BAB III
SYARAT.SYARAT PEMBERIAN IZIN GANGUAN

DAN JANGKA WAKTU BERLAKU

Pasal 5

(1) Orang pribadi atau badan yang ingin memperoleft/pendaftaran ulang Izin

Gangguan harus mengajukan permohonankepada Bupati dengan mengisi

formulir Yang telah disediakan,
(2)Syaratsyaratpermohonandanperdaftaranulangsebagaimanadimaksud\ / 

dalam i4at (t)doitetapkan dengan Keputusan B-tpa1i;

(3) Jangka *utt u"rtutrnyu rzin seuaeaimana dimaksud dalam ayat (1)

Ueitatu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

(4) lzin sebagaimana 
-dimaksud - dalanr ayat (3) telah berakhir masa

berlakunya wajib dilakukan pendaftaran ulang

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6
(l) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antata luas ruang
' ' 

temlat usatra, inaeks lokasi/indeks gangguax dan indeks jalan;

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pdaayat(l) adalah luas

bangunan yungiihit*g sebagai jumlah luas setiap lantai;

pribadi atau badan yang memperoleh zin
usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan

6

(3) Indeks ,{



(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut .

a. Kawasan Industri Indeks- "' """2,
b. Kawasan Perdagangan Indeks. ... '. ' " '3
c. Kawasan Pariwisata Indeks. ..-......4;
d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks. ... ....-.5'

(4) Indeks jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:
a. lalanNegara Indeks. '.. ... . " '5;
b. Jalan Provinsi Indeks. ... ... ... .4;

c. JalatKabupaten Indeks. .."" ""3;
d. Jalan Gampong Indeks. . -. ... .. ' '2;

BAB V
PRINSTP DAN SASARAN DALAM PENETAPAI{

STRUIffIIR DAI{ BESAR}TYA TARIF

Pasal T

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stnrktur dan besarnyatarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk menutup biayapenyelenggaraan pemberian

un;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi biaya pengecekan

dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya

transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(l) Struktw tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:
a. luas 1 m2 s/d 1000 m'z RP. 500;
b. luas l00l m2 s/d 2000 m? RP.400,-
c. luas 2001 m'z s/d 4000 m? RP.300,-

d. luas 4001 m2 ke atas RP. 200,-

(3) Semua pungutan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus disetor ke Bendaharan Umum Daerah (B[ID) melalui

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Pidie.

BAB VII
CARA PERIIITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9
Besarnya retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud pada pasal 8 ayat(2) dengan tingkat Wnggranaan jasa sebagaimana

dimaksud pada pasal6 .

BAB VIII L



BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal l0
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Gangguan

untuk menjalankan usaha diberikan.

BAB }'II
IvIAsARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERI]TANG

Pasal ll
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tahun)'

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VITI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;

izi spiono sebagainiana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan len-gkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau

kuasanya;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian fan penyampaian sPdoRD' ' 

sebagairnana dimaksud padaayat(l) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan sPdoRD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1)

ditetapkan refibusi terutang dengan menerbitkan SKRD,

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan databaru dan atau

data yang semula belurla terungkap yang menyeba.bkan penambahan

j umlair ..t iU* i yang terutan g, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3) 
"Bentuh 

isi dan tutuiurupenirbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

ditetapkan oleh BuPati .

BAB X
TATA CARA PEMUNGI]-IAN

Pasal 15

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

netribrii dipungutdengan menggunakan SKRD, dan SKRDKBT'
(l)
(2)

BAB XI /^



BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1)PembayaranRetribusiyangterutangharusdilurrasisekaligus;
(2) Retribusi yang terutani aii*ut, ryfumbat-lambatnya 

15 (lima belas) hari

sejak diteibitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD;

(3) Tlita cara pembayaran, penyetorarq tempat pembayaran refibusi diatur

dengan KePutusan BuPati-

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT' STRD dan Surat\ / 
Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus

dibayar bertambah, yaigtiiak atau kurang dibayu. oleh Wajib Retribusi

dapat ditagih metalui- Badan urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN);
(2) ienagihan refiibusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang- undangan Yang berlaku'

BAB XIII
SAI\{KSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kur.a.ng

membayar, ditenatan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

p"ir"nf r"ilap bulan dari retribusi yang ktnang di bayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

fejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberuan oiujutun secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang

jelas;
(3) bahm hal Wajib Reribusi mengajukan k9b9rytan atas ketetapan

retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran

ketetaPan retribus i tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan iaU* jangka lq$ellg lrrma 2 (&n) bula.n

sejak tanggal SfRb, SKRDKI]T, dan SKRDLB diterbitkan" kecuali

apabila Wu:iU Reribusi tertentu dapat menujukkan bahwa jangku waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang^ tidak memenuhi persyatatan sebagaimana -dimaksud
dalam ayat Ql dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,

sehingga tidak diPertimbangkan;

(6) Pengajua " /,



(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

KJberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selwuhnya atau

sebagiaq -enolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

1:1 Apab'ila'iangka*ultu sebagairnana dimaksud dEilamayat (1) tel1l1 lelvat

dan Bupatr IiOut memberikan suatu keputusarl keberatan yang diajukan

tersebut dianggaP dikabulkan'

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1)

(2)

Pasal 21

Atas kelebihan pembayarafl retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati ;

bupati dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditenmanya

p".,rohorun 
-t 

eteUihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah' ' 
ailampaui dun nuputi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

penge.mbalian kelibihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB

ira'* dfterbitkan dalm jangka waktu paling lama I (satu) bulaq

(a) Apabila Wajib Retribusi *..prnyui utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaks-ud' ' 
dala; ayat (1) dilakukan dalam jangkl waktu paling larn 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannYa SKRDLB ;
(6) Aiabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah' ' 

jangka *uf.t, 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar

ZV" @w persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

retribusi.

Pasal22
(l) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

se@ra tertulis kepaOa Bupati dengpn sekurang'kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. rnasa reribusi;
c. besarnya kelebihan PembaYaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2 ) permohonan pingembatian kelebihan pembayaran retribus i disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat,

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengriman pos tercatat

*e.upakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati'

l0
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Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
' ' 

retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4),

pembayaran iihkut ur- dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran'

BAB XVI
PENGURANGAN' KERINGANAN DAN

PEMBEBASAI\I RETRIBUSI

Pesal 24

(l) Bupati dapat memberikan pengurangarL keringanan dan pembebasan

retribusi;
(2) pengurangan, keringanan dan pembebasan.- sebagaimana dimaksud

dal; aft (1) dibeiikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib

Retribusi;
(3) Tata carapengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tip) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retibusi, tec,iti apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di

bidang refribusi;
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau;

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan baerah diancam pidana kurungan paling 1arya 6.

lenam) bulan atai denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

terutang;
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

l1
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BAB XIX
PENYIDTKAN

Pasal2T
( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan

Daerah diberikan *"*.*ng khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

i-fndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AczraPidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagainrana dimaksud padaayat (l) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah

agar keteranganataulaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengUmpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilkalcukan

iehubungan dengan tindak pidana refiibusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengin tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. Memerilisa Uutu-Uutu, catttan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retibusi Daerah;

e. Melakukan plnggeledahan untuk mendapatkan bahan buldi

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam dalam rangfia pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,

g. ivfenyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempt wda saat penrcriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang a6u dokumen yang dibawa sebagaimana

dimaksud Pada huruf e;

tL Memofiet r"r.o*g yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;
j. MenghentikanPenYidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung j awabkan.

(3) Penyidik sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) memberitahu$n' 'Amutainyu 
p"n],iaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana'

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

fingkat II Pidie Nomor 19 Tahun 1994 tentang Izin Undang-undang

Ganggguan dinyatakan tidak berlaku.

/
Pasal?9 ,q
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t.

Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengeniri

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nrcmerintahkan pengundangan Qanun i r,

dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli
pada'tanggal,20 November 2003 M.

25 Ramadhan 1424 H.

4to^r r,rDm,2

*"
H YAEYA, MS.

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 1 Deqember ?fi)3 M.

wal 1424 H.

KABUPAT **, r''

AMA MUDAAIrP. 1100224597

DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OO3 NOMOR 18.
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

T. PENJI,LASAN UMUM

1.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

2.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nopmor 34 Tahun 2000 tentang
perubahan iar Undrng-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Refribusi

Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan (HO) yang berlaku selama ini perlu disesuaikan

kembali;
Bahwa untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan

kepada masyarakat sirta peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan

penyediaan iumber-sumbei Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai.

i-lpuyu peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan

aensan^ peningkatan krne4a pemungutan, penyempunuum dan penambahan jenis

Retribusi;
Dalam rangka mendukung otonomi Daerah mak,a penyelenggaraan Pemerintahan dan

pembangunan Daerah ying bersumber dari Pendapatan Asli Daeralr, khususnya

Retribusi Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagt;

Dalam rangka *t * meningkatkan braya pengelolaan dan pemeliharaan Retribusi

Daerah, .ik sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan Tarif

Retribusi Izin Gangguan dalam suatu Qanun.

3.

4.

14

Pasall ../n



Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 1 I

Cukup.lelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup.lelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

l'asal l9
Cukup.lelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup.lelas.

l5
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Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

I'AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 5.
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